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Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan
notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya
penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam
Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak hanya pemilik sertpikat hak milik atas tanah,
namun juga merugikan pihak yang membuat perjanjian tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah tentang akibat hukum pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian
nominee yang dibuat di hadapan notaris. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah doktrinal.
Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelusuran data kepustakaan
yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa. Akibat hukum dalam praktik
pembuatan akta pernyataan yang berisi tentang perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris adalah
tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjian nominee telah melanggar Sistem Hukum di Negara
Indonesia dalam ketentuan peraturan KUHPerdata, perjanjian nominee tidak memenuhi syarat objektif
sebagal syarat sah perjanjian mengenai sebab yang halal sebagaimanayang diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata, selain itu dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia sebagai mana tercantum dalam PP
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 perjanjian nominee
tidak diperbolehkan dan dilarang. Adapun pertanggungjawaban notaris dalam membuat perjanjian nominee
yang dituangkan kedalam akta autentik akan mendapat sanksi administratif dan perdata sebagaiamana yang
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

...... The focus of thisresearch is on the legal consequences of making a nominee in the presence of a notary
and the responsibility of the notary in making a nominee deed. This creates legal smuggling where nominees
are agreements that are not regulated and prohibited in the Indonesian Legal System and harm many parties,
not only the owner of the land title certificate, but also the party who made it. The problem raised in this
research is about the legal consequences of making a deed of statement containing a company nominee
made before anotary. In this research, the method used is doctrinal in nature. The type of dataused is
secondary data obtained from searching library data which is then analyzed qualitatively. This research
found that. The legal consequencesin the practice of making a deed of statement containing a nominee
agreement made before a notary are invalid and null and void, because the nominee agreement has violated
the Legal System in Indonesiain the provisions of the Civil Code regulations, the nominee does not fulfill
the requirements as alegal requirement. lawful reasons as regulated in Article 1320 of the Civil Code, apart
from that in the Land Law System in Indonesia as stated in PP Number 24 of 1997 concerning Land
Registration and SEMA Number 10 of 2020 nominees are not permitted and prohibited. The notary's
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responsibility in making a nominee agreement as outlined in an authentic deed will receive administrative
and civil sanctions as regulated in Law Number 02 of 2014 on the Position of Notaries and the Civil Code.



